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Abstract

Abstract: General Background: Corporate tax compliance requires reliable tax administration and
competent financial employees. Specific Background: PTXimplements the Core Tax Administration
System (Coretax) while its financial employees have different educational backgrounds. Knowledge
Gap: Previous studies have examined Coretax implementation and educational background
separately, leaving limited qualitative understanding of their combined role in corporate tax
administration. Aims: This study analyzes Coretax implementation, the role of financial employees’
educational backgrounds, and their contribution to corporate taxpayer compliance at PT X. Results:
Using a descriptive qualitative case study, data were collected through observation, interviews, and
documentation and analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The findings show that
Coretax integrates tax administration, provides flexible access, and facilitates real-time information,
although technical disruptions may delay tax reporting. Employees with a Bachelor’s degree in
Accounting demonstrate stronger accounting and tax-related understanding, while vocational
accounting graduates require additional workplace experience, professional certification, and
continuouslearning. Novelty: The study examines Coretaximplementation and employee educational
background together within a manufacturing company context. Implications: Reliable system
implementation, relevant educational foundations, professional certification, experience, and
continuous training are important considerations for supporting corporate tax compliance.

Key Findings Highlights

Coretax integrates tax administration into a single digital platform.

Technical disruptions can delay reporting during certain periods.

Professional certification and continuous learning complement formal education.

Keywords: Coretax Administration, Corporate Tax Compliance, Employee Education, Tax
Administration, Professional Certification
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Supporting Tax Compliance

[ Analisis Efektivitas Sistem Coretax dan Latar Belakang Pendidikan Karyawan Keuangan dalam Mendukung
Kepatuhan Wajib Pajak ]
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2 Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: fityan@umsida.ac.id

Abstract . Corporate taxpayer compliance is influenced by tax administration system effectiveness and employee
competence. This study examines the implementation of the Core Tax Administration System (Coretax) and the role of
financial employees' educational backgrounds in supporting corporate taxpayer compliance at PT X. Using a descriptive
qualitative case study, data were collected through observation, interviews, and documentation and analyzed using the
Miles and Huberman interactive model. The findings indicate that Coretax improves tax administration integration and
reporting flexibility despite technical disruptions during peak reporting periods. Employees with a Bachelor's degree in
Accounting demonstrated stronger tax administration competencies, while vocational high school graduates required
additional experience and professional certification. Overall, effective Coretax implementation and competent human
resources support corporate taxpayer compliance.

Keywords - coretax; system effectiveness; educational background; corporate taxpayer compliance

Abstrak . Kepatuhan wajib pajak badan dipengaruhi oleh efektivitas sistem administrasi perpajakan dan kompetensi
karyawan. Penelitian ini menganalisis implementasi Core Tax Administration System (Coretax) serta peran latar belakang
pendidikan karyawan keuangan dalam mendukung kepatuhan wajib pajak badan di PT X. Penelitian menggunakan
pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan
dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Coretax meningkatkan integrasi administrasi perpajakan dan fleksibilitas pelaporan, meskipun masih terdapat kendala
teknis pada periode pelaporan. Karyawan berlatar belakang S1 Akuntansi memiliki kompetensi perpajakan yang lebih baik,
sedangkan lulusan SMK Akuntansi memerlukan pengalaman kerja dan sertifikasi profesi. Secara keseluruhan, implementasi
Coretax yang efektif dan kompetensi sumber daya manusia mendukung kepatuhan wajib pajak badan.

Kata Kunci - coretax; efektivitas sistem; latar belakang pendidikan; kepatuhan wajib pajak badan

I. Pendahuluan

Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor utama dalam mendukung keberhasilan sistem perpajakan di Indonesia
karena berhubungan erat dengan penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan
nasional. Mengingat pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki peran
strategis dalam menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendukung keberlanjutan pelaksanaan pembangunan. Atas dasar
tersebut, pemerintah terus melakukan berbagai pembenahan, mulai dari penyempurnaan kebijakan perpajakan,
peningkatan kualitas pelayanan, hingga pengembangan sistem administrasi perpajakan berbasis digital.

Upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak badan masih menghadapi sejumlah kendala, terutama pada perusahaan yang
mengelola kewajiban perpajakannya secara mandiri melalui bagian keuangan. Tingkat kepatuhan tidak hanya dipengaruhi
oleh kesadaran wajib pajak, tetapi juga oleh efektivitas sistem administrasi perpajakan yang digunakan serta kompetensi
sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Dalam praktiknya, karyawan
bagian keuangan memegang peranan penting untuk memastikan setiap transaksi dicatat dengan benar, pelaporan pajak
dilakukan tepat waktu, serta proses perhitungan dan pembayaran pajak berjalan secara akurat sesuai dengan ketentuan
yang berlaku [1]. Dengan demikian, kemampuan karyawan dalam mengelola administrasi perpajakan menjadi salah satu
faktor yang berkontribusi terhadap tingkat kepatuhan perpajakan perusahaan.

Sejalan dengan kebutuhan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan modernisasi administrasi perpajakan melalui
penerapan Core Tax Administration System (Coretax) sebagai sistem administrasi pajak terintegrasi berbasis digital yang
mulai diberlakukan secara penuh pada Januari 2025 [2]. Berbeda dengan sistem sebelumnya yang masih bersifat terpisah-
pisah, Coretax menghubungkan berbagai fungsi administrasi perpajakan mulai dari pendaftaran wajib pajak, penerbitan
faktur, pelaporan SPT, hingga pembayaran dan pengawasan ke dalam satu ekosistem digital terpadu. Sejumlah kajian
menggambarkan bahwa penerapan sistem semacam ini berpotensi meningkatkan efisiensi proses administrasi serta
mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya [3], [4]. Meskipun demikian, implementasi Coretax dalam
praktiknya masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa penelitian mengidentifikasi adanya hambatan berupa gangguan
teknis sistem, keterbatasan pemahaman pengguna terhadap fitur-fitur baru, serta lambannya proses adaptasi dari sistem
lama ke sistem yang baru diberlakukan [5], [6]. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa keberhasilan penerapan sistem
digital tidak hanya bergantung pada kualitas teknologinya, tetapi juga pada kesiapan dan kapasitas pengguna dalam
mengoperasikannya secara efektif di lapangan.
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Kemampuan pengguna dalam memahami dan mengoperasikan sistem administrasi pajak digital erat kaitannya dengan latar
belakang pendidikan yang dimiliki. Pendidikan membentuk cara berpikir individu dalam menerima informasi baru,
memamhami ketentuan perpajakan yang terus berkembang, serta menyesuaikan diri dengan perubahan sistem administrasi
yang berbasis teknologi [7]. Karyawan keuangan yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi atau
perpajakan umumnya telah dibekali dengan pemahaman konseptual yang memudahkan mereka dalam memahami logika
sistem dan prosedur perpajakan, sehingga proses adaptasi terhadap perubahan sistem seperti Coretax dapat berjalan lebih
efisien dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki fondasi pendidikan yang selaras [8].

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara latar belakang pendidikan dan kepatuhan wajib pajak
dengan hasil yang beragam. Tingkat pendidikan bersama dengan pengetahuan dan kesadaran diketahui berkontribusi
terhadap kepatuhan wajib pajak [9]. Temuan serupa mengidentifikasi adanya hubungan positif antara tingkat pendidikan
dengan perilaku kepatuhan membayar pajak [10]. Selain itu, pendidikan juga dinilai memiliki peran dalam membentuk sikap
dan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya [11], [12]. Namun demikian, penelitian lain justru
menemukan bahwa tingkat pendidikan formal tidak selalu menjadi penentu utama kepatuhan pajak, karena di lapangan
kepatuhan turut dibentuk oleh faktor-faktor lain seperti pemahaman praktis, pengalaman kerja, dan dukungan lingkungan
organisasi [13]. Perbedaan temuan ini justru membuka ruang untuk penggalian lebih dalam melalui pendekatan kualitatif
yang mampu menangkap dinamika dan pengalaman nyata pengguna di lapangan.

Di sisi lain, penelitian mengenai implementasi Coretax dan latar belakang pendidikan karyawan sebagian besar masih
dilakukan secara terpisah dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian terkait Coretax umumnya berfokus pada penerimaan
teknologi dan kemudahan sistem administrasi pajak, sedangkan penelitian mengenai pendidikan lebih banyak dilakukan
pada wajib pajak orang pribadi maupun pelaku UMKM. Penelitian yang mengkaji efektivitas implementasi Coretax dan latar
belakang pendidikan karyawan keuangan secara bersamaan dalam konteks perusahaan manufaktur masih relatif terbatas
[15]. Dalam konteks perusahaan manufaktur, kompleksitas transaksi dan aktivitas administrasi pajak menuntut pengelolaan
yang lebih sistematis serta kesiapan sumber daya manusia yang memadai dalam menghadapi transformasi digital
perpajakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya belum banyak memberikan gambaran mendalam
mengenai pengalaman, pemahaman, dan kesiapan karyawan keuangan dalam menghadapi implementasi Coretax pada
aktivitas administrasi pajak perusahaan.

Keterbatasan tersebut, baik dari sisi fokus kajian maupun konteks penelitian, menunjukkan masih adanya ruang penelitian
yang perlu dieksplorasi lebih lanjut, khususnya yang mengeksplorasi bagaimana efektivitas implementasi Coretax dan latar
belakang pendidikan karyawan keuangan berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak perusahaan dari perspektif
pengguna secara langsung. Penelitian ini menjadi penting dilakukan mengingat Coretax merupakan sistem administrasi
pajak yang relatif baru diterapkan secara nasional sehingga efektivitas implementasinya masih memerlukan evaluasi lebih
lanjut dalam praktik operasional perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk memberikan pemahaman yang
lebih mendalam mengenai kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi digitalisasi sistem administrasi perpajakan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada PT X sebagai representasi implementasi Coretax pada masa
transisi administrasi perpajakan sejak diberlakukan secara nasional pada Januari 2025. PT X dipilih karena merupakan
perusahaan manufaktur di bidang minyak pelumas dengan aktivitas administrasi perpajakan yang beragam, meliputi
penerbitan faktur pajak, bukti potong, serta pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan secara rutin. Karakteristik tersebut
menjadikan implementasi Coretax dapat diamati secara lebih komprehensif dalam mendukung pelaksanaan administrasi
perpajakan perusahaan. Selain itu, karyawan yang menangani administrasi perpajakan memiliki latar belakang pendidikan
yang beragam, sehingga memberikan konteks yang relevan untuk mengkaji bagaimana efektivitas implementasi Coretax dan
latar belakang pendidikan berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Selama proses implementasinya,
perusahaan juga masih melakukan berbagai penyesuaian terhadap administrasi perpajakan berbasis digital, sehingga PT X
dinilai representatif sebagai objek penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas
implementasi Coretax, peran latar belakang pendidikan karyawan keuangan, serta kontribusi keduanya terhadap kepatuhan
wajib pajak badan pada PT X.

II. Metode

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini
bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam implementasi Coretax dalam administrasi perpajakan perusahaan serta
peran latar belakang pendidikan karyawan keuangan dalam mendukung kepatuhan wajib pajak, sebagaimana adanya di
lapangan tanpa melakukan manipulasi atau pengujian hipotesis [17]. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh
gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi yang terjadi di lapangan berdasarkan data yang diperoleh dari informan secara
langsung.

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus karena berfokus pada satu objek penelitian, yaitu PT X di Kabupaten
Sidoarjo. Desain studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi suatu kejadian secara intensif dan
komprehensif dalam konteks kehidupan nyata, khususnya ketika batas antara hal yang diteliti dan konteksnya tidak dapat
dipisahkan secara tegas [17]. Dengan desain ini, peneliti diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam
mengenai efektivitas implementasi Coretax serta peran latar belakang pendidikan karyawan keuangan dalam mendukung
kepatuhan wajib pajak perusahaan.
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Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari informan penelitian
melalui tiga teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi [17]. Informan dalam
penelitian ini merupakan karyawan bagian pajak PT X yang terlibat langsung dalam penggunaan Coretax dan pengelolaan
administrasi perpajakan perusahaan.

Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT X yang merupakan perusahaan manufaktur yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo. PT X dipilih
karena telah mengimplementasikan sistem Coretax sejak tahun 2025 sesuai kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (D]JP).
Selain itu, perusahaan juga memiliki karyawan bagian pajak yang terlibat langsung dalam proses administrasi dan
pelaporan perpajakan perusahaan, sehingga sesuai untuk dikaji dalam penelitian ini.

Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan
secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian [17]. Kriteria pemilihan informan
meliputi karyawan bagian pajak yang berada di bawah divisi keuangan PT X, terlibat langsung dalam penggunaan Coretax
untuk keperluan administrasi dan pelaporan perpajakan perusahaan, serta memiliki pengalaman kerja minimal satu tahun di
bidang perpajakan perusahaan. Kesesuaian latar belakang pendidikan karyawan dengan bidang pekerjaannya juga menjadi
pertimbangan dalam pemilihan informan, mengingat hal tersebut berpengaruh terhadap pemahaman dan kinerja dalam
menjalankan tugas [18]. Berdasarkan kriteria tersebut, penelitian ini melibatkan sebanyak empat informan yang dianggap
mampu memberikan informasi mendalam mengenai implementasi Coretax serta peran latar belakang pendidikan dalam
mendukung kepatuhan wajib pajak perusahaan.

Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi

Tahap pertama yang dilakukan adalah observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap aktivitas administrasi dan
pelaporan perpajakan yang dilakukan oleh karyawan bagian pajak PT X menggunakan sistem Coretax. Observasi difokuskan
pada bagaimana karyawan mengoperasikan Coretax dalam kegiatan perpajakan sehari-hari, meliputi proses input data
transaksi perpajakan, penghitungan pajak terutang, serta penyusunan dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)
perusahaan [20]. Melalui observasi ini, peneliti dapat memperoleh gambaran langsung dan terperinci mengenai efektivitas
implementasi Coretax dalam praktik administrasi perpajakan perusahaan [21]. Observasi difokuskan pada fitur-fitur utama
dalam Coretax yang berkaitan dengan administrasi perpajakan perusahaan, antara lain:

1. Pelaporan SPT: Proses penyusunan dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) melalui Coretax. Observasi
dilakukan untuk melihat bagaimana karyawan bagian pajak PT X mengoperasikan fitur pelaporan SPT, mulai dari
pengisian data hingga pengiriman laporan secara elektronik, serta memastikan pelaporan dilakukan tepat waktu
sesuai ketentuan yang berlaku [20].

2. Pembuatan Faktur Pajak: Proses pembuatan dan penandatanganan faktur pajak secara digital melalui Coretax
dengan menggunakan sertifikat elektronik. Observasi dilakukan untuk menganalisis bagaimana karyawan bagian
pajak PT X menggunakan fitur ini dalam pengelolaan faktur pajak perusahaan, serta kesesuaiannya dengan
ketentuan perpajakan yang berlaku [20].

3. Bukti Pemotongan Pajak (eBUPOT): Proses penerbitan bukti pemotongan pajak secara elektronik oleh karyawan
bagian pajak PT X. Fitur eBUPOT dalam Coretax menyajikan data pemotongan secara real time yang terhubung
langsung dengan pelaporan SPT, sehingga pengelolaan administrasi pemotongan pajak dapat berjalan lebih tertib
dan akurat [2].

Metode observasi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan terperinci mengenai implementasi
Coretax dalam aktivitas administrasi perpajakan PT X secara langsung di lapangan.

b. Wawancara

Tahap kedua adalah wawancara mendalam (in-depth interview) yang dilakukan untuk menggali informasi secara lebih
komprehensif mengenai pengalaman dan persepsi informan terhadap implementasi Coretax serta kaitannya dengan latar
belakang pendidikan dalam mendukung kepatuhan wajib pajak [22]. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan
mengajukan pertanyaan yang telah disusun secara terstruktur namun tetap fleksibel untuk menggali informasi lebih
mendalam. Setiap sesi wawancara akan direkam dengan persetujuan informan guna memastikan keakuratan data yang
diperoleh [22]. Adapun daftar informan penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Daftar Informan Penelitian

No Nama Jabatan

1 NA Konsultan Pajak

2 EP Karyawan Pajak PT X
3 RSN Karyawan Pajak PT X
4 HE Tenaga Ahli

Table 1.
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c. Dokumentasi

Tahap ketiga adalah pengumpulan dokumentasi, yaitu peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
pelaksanaan administrasi dan pelaporan perpajakan di PT X [21]. Dokumen yang dikumpulkan meliputi Bukti Penerimaan
Elektronik (BPE) atas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa maupun SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan
melalui Coretax, serta faktur pajak yang diterbitkan maupun diterima oleh perusahaan dalam kegiatan transaksi bisnis.

Dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara praktik administrasi perpajakan yang
dilakukan dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus untuk mendukung dan melengkapi data yang diperoleh melalui
observasi dan wawancara [23]. Dengan mengkaji dokumen-dokumen tersebut, peneliti tidak hanya melihat isi dokumen
secara tertulis, tetapi juga bagaimana dokumen tersebut mencerminkan proses kerja karyawan bagian pajak PT X dalam
memanfaatkan Coretax untuk memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang
berlaku.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber
dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari ketiga informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan
dengan mencocokkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi [23] [24]. Melalui langkah tersebut, peneliti
dapat memastikan bahwa data yang dianalisis memiliki tingkat akurasi, kredibilitas, dan pertanggungjawaban ilmiah yang
memadai [24].

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada prosedur analisis data kualitatif model Miles dan Huberman,
meliputi tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi [19]. Ketiga tahapan ini
dilakukan secara berkelanjutan dan saling berkaitan selama proses penelitian berlangsung, mulai dari pengumpulan data
hingga diperolehnya kesimpulan akhir yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

a. Reduksi Data

Langkah awal dalam analisis data adalah reduksi data, yakni proses seleksi dan penyederhanan data mentah yang dihimpun
melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi [25]. Peneliti mengidentifikasi serta mengelompokkan data
berdasarkan relevansinya terhadap fokus kajian, meliputi efektivitas penerapan Coretax dan kontribusi latar belakang
pendidikan karyawan keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak PT X [26]. Data yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian
akan dieliminasi agar analisis dapat berjalan secara terarah dan terstruktur [25].

b. Penyajian Data

Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu proses pengorganisasian data hasil reduksi ke dalam bentuk uraian naratif yang
sistematis guna memudahkan interpretasi temuan penelitian [26]. Data disajikan dengan mengelompokkannya berdasarkan
tema-tema yang relevan, yakni tema yang berkaitan dengan efektivitas penerapan Coretax dalam administrasi perpajakan
dan tema mengenai kontribusi latar belakang pendidikan karyawan terhadap kepatuhan wajib pajak perusahaan [26].
Penyajian yang terstruktur ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi di
lapangan sekaligus mengidentifikasi pola dan keterkaitan antardata, sehingga proses penarikan kesimpulan dapat dilakukan
secara lebih terarah dan mendalam [26].

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti merumuskan kesimpulan berdasarkan data yang
telah disajikan secara sistematis pada tahap sebelumnya [25]. Kesimpulan dalam penelitian ini bersifat sementara dan terus
diverifikasi selama proses penelitian dengan membandingkannya kembali dengan data hasil observasi, wawancara, dan
dokumentasi [26]. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diperoleh tidak hanya didasarkan pada
asumsi peneliti, tetapi juga didukung oleh bukti yang konsisten dari berbagai sumber data [25]. Dengan demikian,
kesimpulan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta memberikan pemahaman mengenai efektivitas
implementasi Coretax dan peran latar belakang pendidikan karyawan keuangan dalam mendukung kepatuhan perpajakan
perusahaan [26].

ITI. Hasil dan Pembahasan
Hasil Penelitian
Gambaran Umum Sistem Coretax

Coretax atau CoreTax Administration System (CTAS) merupakan Sistem Inti Administrasi Perpajakan yang dikembangkan
oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menggantikan berbagai platform perpajakan terdahulu yang bersifat terpisah,
seperti e-Filling, e-Faktur, e-Billing, dan e-Bupot, ke dalam satu sistem digital yang terpadu [21]. Sistem ini mulai
diberlakukan secara penuh sejak 1 Januari 2025 untuk seluruh kewajiban perpajakan yang menandai transformasi mendasar
dalam tata kelola administrasi perpajakan nasional [4].
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Melalui Coretax, seluruh layanan perpajakan mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak hingga
pengawasan kepatuhan dapat diakses dalam satu portal yang saling terhubung [20]. Sistem ini dibangun berbasis cloud
computing, kecerdasan buatan (Al), dan analisis big data, sehingga menghadirkan proses perpajakan yang lebih cepat,
akurat, dan transparan, sekaligus memperkuat kapasitas DJP dalam mendorong kepatuhan wajib pajak secara sistematis [2]
[21]. Adapun fitur-fitur utama pada aplikasi Coretax yang berkaitan dengan administrasi perpajakan perusahaan meliputi:
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Figure 1.
Gambar 3.1 Tampilan Umum Sistem Coretax

1. Pelaporan SPT. Coretax menyediakan fasilitas penyusunan dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara
elektronik dalam satu platform yang terintegrasi. Fitur ini dilengkapi dengan prepopulated data yang secara
otomatis menarik data pemotongan pajak dari pihak ketiga ke dalam draft SPT, sehingga proses pelaporan lebih
efisien dan meminimalisir risiko kesalahan input [20].

2. Pembuatan Faktur Pajak (e-Faktur). Proses pembuatan faktur pajak dilakukan secara digital dalam satu sistem
yang sama. Untuk pengesahannya cukup menggunakan kata sandi penandatangan tanpa memerlukan sertifikat
elektronik secara terpisah, sehingga pengelolaan faktur pajak menjadi lebih praktis namun tetap sesuai ketentuan
perpajakan yang berlaku [20].

3. Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak (eBUPOT). Coretax menyediakan fitur eBUPOT untuk pembuatan dan
pengelolaan bukti pemotongan pajak secara elektronik. Melalui fitur ini, wajib pajak dapat menerbitkan bukti
pemotongan secara digital dan datanya dapat terintegrasi langsung dengan proses pelaporan SPT, sehingga
administrasi pemotongan pajak dapat dilakukan dengan lebih akurat dan efisien [2].

Gambaran Umum PT X dan Implementasi Coretax

PT X adalah perusahaan manufaktur yang berkedudukan di Sidoarjo, Jawa Timur. Perusahaan ini mulai menggunakan
Coretax sejak sistem tersebut diberlakukan secara serentak pada Januari 2025, dengan pengelolaan perpajakan ditangani
oleh dua karyawan pajak internal dan satu konsultan pajak eksternal. Pada masa awal penerapannya, PT X menghadapi
hambatan teknis berupa sistem yang kerap lambat dan mengalami gangguan, sehingga sempat mengganggu kelancaran
administrasi perpajakan perusahaan.
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Dalam praktiknya, alur penggunaan Coretax di PT X dimulai dari pembuatan faktur pajak melalui e-Faktur yang disahkan
menggunakan kata sandi penandatangan, dilanjutkan dengan penerbitan bukti pemotongan melalui eBUPOT, dan diakhiri
dengan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi serta PPh Pasal 21 setiap masa pajak, ditambah SPT Tahunan Badan setiap
tahunnya.

Profil Sumber Daya Manusia Bagian Pajak PT X

Bagian pajak PT X ditangani oleh dua karyawan dengan latar belakang pendidikan yang berbeda. Karyawan pertama (EP)
merupakan lulusan S1 Akuntansi yang telah memiliki sertifikasi perpajakan Brevet, sedangkan karyawan kedua (RSN)
berlatar belakang SMK jurusan Akuntansi. Keduanya telah memiliki pengalaman kerja di bidang akuntansi dan keuangan
sebelum memegang tanggung jawab perpajakan perusahaan. Perbedaan latar belakang pendidikan ini relevan untuk dikaji
lebih lanjut, mengingat tingkat pendidikan turut memengaruhi kemampuan individu dalam memahami dan mengoperasikan
sistem perpajakan digital [8][13].

Perkembangan teknologi telah mendorong perubahan yang signifikan dalam tata kelola administrasi perpajakan sekaligus
menuntut peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang menjalankannya [21]. Penerapan Coretax memberikan
dampak langsung pada cara perusahaan mengelola data dan dokumen perpajakan, sehingga kecermatan karyawan dalam
memvalidasi data yang dilaporkan menjadi semakin krusial [20]. Fondasi akademis yang memadai menjadi bekal penting
bagi karyawan dalam beradaptasi dengan sistem digital ini [12]. Dengan demikian, efektivitas sistem Coretax dalam
mendorong kepatuhan wajib pajak tidak hanya ditentukan oleh kapabilitas sistem, melainkan juga oleh kualitas latar
belakan pendidikan karyawan yang mengoperasikannya.

a. Efektivitas Sistem Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Integrasi dan Kemudahan dalam Administrasi Perpajakan

Terkait integrasi layanan, peneliti memperoleh penjelasan dari HE selaku tenaga ahli perpajakan mengenai perubahan
sistem administrasi perpajakan setelah diterapkannya Coretax. Adapun tanggapan beliau sebagai berikut.:

“Jadi Coretax itu satu aplikasi untuk seluruh kebutuhan di bidang perpajakan. Kalau yang sebelumnya itu terpisah-pisah,
ada DJP Online, ada web, itu. Terus eBilling, eForm, jadi terpisah-pisah. Jadi Coretax merupakan satu kesatuan, jadi satu
aplikasi untuk seluruh sarana administrasi perpajakan, mulai dari membuat billing, melaporkan, membuat bukti potong,
membuat faktur, semuanya ada, surat-menyurat, korespondensi juga bisa melalui Coretax” (Petikan wawancara dengan
HE selaku tenaga ahli pajak, 19 Juni 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Coretax menyederhanakan proses administrasi perpajakan dengan
menggabungkan berbagai layanan yang sebelumnya berjalan pada aplikasi yang berbeda.

Pandangan tersebut diperkuat oleh NA selaku konsultan pajak PT X yang menyampaikan bahwa penggunaan Coretax
memberikan kemudahan dibandingkan sistem sebelumnya.

“Kalau e-Faktur, dulu kan kita pakai e-Faktur versi lama, kalau di Coretax langsung terintegrasi dalam satu website, jadi
engga kayak dulu, yang PPh 21 ada aplikasinya sendiri, PPh 23 ada web-nya sendiri, terus SPT Masa punya aplikasi
tersendiri. Jadi enak di dalam satu atap lah ibaratnya.” (Petikan wawancara dengan NA selaku konsultan pajak, 4 Juli
2026)

NA menilai bahwa penyatuan berbagai layanan dalam satu portal membuat proses administrasi menjadi lebih praktis karena
pengguna tidak lagi berpindah aplikasi.

Hal serupa juga disampaikan oleh EP selaku karyawan pajak PT X:

“Menurut saya dari segi struktur pelaporan Coretax jauh lebih terarah dan lebih simple.” (Petikan wawancara dengan
EP selaku karyawan pajak PT X, 9 Juli 2026)

Hasil observasi menunjukkan bahwa seluruh proses administrasi perpajakan di PT X, mulai dari pembuatan faktur pajak,
penerbitan bukti potong, hingga pelaporan SPT, dilakukan melalui satu sistem tanpa menggunakan aplikasi lain. Kondisi
tersebut menunjukkan bahwa penggunaan Coretax mampu menyederhanakan alur kerja administrasi perpajakan di PT X.
Temuan tersebut diperkuat oleh dokumentasi berupa tampilan dashboard Coretax yang memperlihatkan seluruh layanan
perpajakan tersedia dalam satu portal. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, implementasi Coretax
mampu menyederhanakan alur administrasi perpajakan, mengurangi kebutuhan berpindah aplikasi, serta meningkatkan
efisiensi pelaksanaan kewajiban perpajakan di PT X.

Fleksibilitas Waktu dan Akses

Terkait fleksibilitas waktu dan akses dalam penggunaan Coretax, HE selaku tenaga ahli perpajakan menjelaskan bahwa
sistem ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak karena dapat diakses tanpa dibatasi jam operasional kantor pajak.

“Sekarang dengan aplikasi itu kan sudah tidak ada Batasan, mau bayar jam sebelas malam, yang pasti tidak lewat jam 00
itu kan, berarti masih bisa dilakukan sarana pembayaran dan pelaporan, sehingga tidak dibatasi dengan jam kerja.
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Dimanapun waktu itu berada, bisa digunakan sarana proses membayar dan melapor tanpa ada batasan waktu dan tempat.”
(Petikan wawancara dengan HE selaku tenaga ahli pajak, 19 Juni 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara umum Coretax dirancang untuk memberikan fleksibilitas waktu dan tempat
dalam pelaksanaan administrasi perpajakan.

Pandangan tersebut diperkuat oleh NA selaku konsultan pajak PT X yang menyampaikan bahwa Coretax mempermudah
pemantauan kewajiban perpajakan melalui informasi yang tersaji secara real time.

“Sistem Coretax enaknya sekarang surat pemberitahuan, surat teguran itu langsung muncul di email. Terus nanti kelihatan
misal di pembayaran, kita ada utang pajak apa aja, misal dari STP.. di situ otomatis langsung kelihatan. Bisa dibilang enak
sih ya, setidaknya realtime lah.” (Petikan wawancara dengan NA selaku konsultan pajak, 4 Juli 2026)

Menurut NA, penyampaian surat pemberitahuan, surat teguran, serta informasi mengenai kewajiban perpajakan secara
elektronik memudahkan perusahaan dalam memantau status perpajakannya. Informasi yang tersaji secara real time
membantu perusahaan mengetahui kewajiban yang harus dipenuhi sehingga proses administrasi perpajakan dapat
dilakukan dengan lebih cepat dan tepat.

Peneliti turut mengamati bahwa administrasi perpajakan di PT X pada umumnya dilaksanakan oleh karyawan pajak sesuai
jam operasional perusahaan. Namun, Coretax tetap dapat diakses di luar jam kerja apabila diperlukan, terutama pada
proses pembayaran pajak yang dilakukan oleh direktur ketika sedang menjalankan perjalanan dinas atau berada di luar
kantor. Temuan tersebut didukung oleh hasil dokumentasi berupa riwayat transaksi yang menunjukkan bahwa beberapa
pembayaran pajak dilakukan di luar jam operasional perusahaan. Selain itu, dokumentasi tampilan sistem memperlihatkan
bahwa surat pemberitahuan, surat teguran, serta informasi mengenai status kewajiban perpajakan dapat diakses secara
elektronik melalui Coretax. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, implementasi Coretax memberikan
fleksibilitas tidak hanya dalam hal waktu dan akses penggunaan sistem, tetapi juga dalam kemudahan memperoleh
informasi perpajakan secara real time. Fleksibilitas tersebut memudahkan perusahaan dalam memenuhi kewajiban
perpajakan sesuai dengan kebutuhan operasional dan mekanisme pengambilan keputusan di PT X.

Kendala Teknis dan Stabilitas Sistem

Di balik berbagai kemudahan yang ditawarkan Coretax, implementasi sistem masih menghadapi kendala teknis, terutama
pada tahap awal penerapan dan menjelang batas akhir pelaporan pajak.

NA selaku konsultan pajak PT X menjelaskan bahwa stabilitas sistem pada tahap awal implementasi masih menjadi
tantangan

“Tahap awal masih banyak kendala, yang Namanya performa server yang turun atau website yang mungkin banyak laporan
sering error, itu memang belum stabil. Terus akses yang lambat di jam dan hari tertentu pasti ada, jadi memang perlu
adaptasi.” (Petikan wawancara dengan NA selaku konsultan pajak, 4 Juli 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kendala utama yang dihadapi pengguna berkaitan dengan performa server dan
tingginya lalu lintas akses, sehingga sistem belum dapat beroperasi secara optimal pada waktu-waktu tertentu.

Pengalaman serupa juga disampaikan oleh EP selaku karyawan pajak PT X.

“Kendala yang paling terasa itu sering sekali sistemnya itu error di tanggal-tanggal mendekati batas lapor SPT. Jadi waktu
dibutuhkan malah bermasalah. Selain itu di awal Coretax launching, upload faktur pajak itu susah sekali, sering gagal.
Sehingga kami terpaksa input satu-satu secara manual.” (Petikan wawancara dengan EP selaku karyawan pajak PT X,
9 Juli 2026)

Menurut EP, gangguan sistem tidak hanya memperlambat proses pelaporan, tetapi juga meningkatkan beban pekerjaan
karena data yang seharusnya dapat diunggah secara massal harus dimasukkan kembali secara manual.

RSN selaku karyawan pajak PT X juga mengungkapkan kendala teknis pada proses unggah bukti potong.

“Saya juga pernah mengalami kesulitan saat upload bukti potong PPh 22, karena kadang NPWP pembeli tidak terbaca oleh
sistem, jadi datanya tidak bisa masuk padahal sudah diinput dengan benar. Akhirnya saya harus coba berulang kali, kadang
sampai harus cek ulang format NPWP-nya atau tunggu beberapa saat baru dicoba lagi.” (Petikan wawancara dengan
RSN selaku karyawan pajak PT X, 9 Juli 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kendala teknis juga terjadi pada proses validasi data, sehingga pengguna harus
melakukan pengecekan dan penginputan ulang sebelum data dapat diproses oleh sistem.

HE selaku tenaga ahli perpajakan menjelaskan bahwa kendala tersebut dipengaruhi oleh tingginya jumlah pengguna yang
mengakses Coretax secara bersamaan karena seluruh data terpusat dalam satu basis data nasional.

“Karena sekarang sistemnya itu online satu database, tetapi yang memakai itu dari Sabang sampai Merauke... yang
menyebabkan database itu tidak kuat dan tidak lancar, sehingga tanggal 30 April kan hang (error) sistemnya.” (Petikan
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wawancara dengan HE selaku tenaga ahli pajak, 19 Juni 2026)

Hasil observasi menunjukkan bahwa ketika terjadi gangguan pada Coretax, proses administrasi perpajakan di PT X tidak
dapat diselesaikan sesuai rencana sehingga beberapa pekerjaan harus ditunda hingga sistem kembali normal. Temuan
tersebut diperkuat oleh dokumentasi berupa kegagalan unggah faktur pajak pada awal implementasi dan pemberitahuan
pemeliharaan (maintenance) sistem pada 30 April 2026 yang menyebabkan layanan Coretax tidak dapat diakses sementara.
Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa kendala yang paling sering terjadi meliputi gangguan
server, akses sistem yang lambat, kegagalan unggah dokumen, serta error yang meningkat menjelang batas waktu
pelaporan. Kondisi tersebut pada beberapa periode berdampak terhadap ketepatan waktu pelaporan SPT PT X. Namun, para
informan menilai bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh kendala teknis pada sistem Coretax, bukan oleh kelalaian
perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dampak terhadap Ketepatan Waktu dan Akurasi Pelaporan

Terkait dampak kendala teknis terhadap ketepatan waktu pelaporan, EP menjelaskan bahwa PT X telah menyiapkan langkah
antisipasi apabila terjadi gangguan sistem saat pelaporan pajak.

“Untuk penanganannya kalau soal keterlambatan akibat sistem kami biasanya menyiapkan bukti seperti screenshot error
atau notifikasi gangguan sistem supaya bisa jadi dasar kalau memang perlu klarifikasi ke kantor pajak.” (Petikan
wawancara dengan EP selaku karyawan pajak PT X, 9 Juli 2026)

Menurut EP, dokumentasi berupa screenshot kesalahan sistem maupun notifikasi gangguan disimpan sebagai bukti apabila
perusahaan perlu memberikan klarifikasi atas keterlambatan pelaporan yang disebabkan oleh kendala teknis Coretax.

Pandangan tersebut diperkuat oleh NA selaku konsultan pajak PT X yang menjelaskan bahwa dampak penggunaan Coretax
lebih dirasakan pada ketepatan waktu pelaporan dibandingkan akurasi perhitungan pajak.

“Kalau sekarang Coretax minta data EBITDA sama rasio utang, itu ngaruh sih di laporan kita. Tapi kalau soal pengaruhnya,
itu bukan di akurasi perhitungan, tapi lebih ke waktu pelaporan itu ngaruh banget karena kalau lemot juga kadang suka
telat gitu loh laporan SPT masanya.” (Petikan wawancara dengan NA selaku konsultan pajak, 4 Juli 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun Coretax mewajibkan pengisian data tambahan, seperti EBITDA dan
rasio utang, kendala yang dirasakan lebih berkaitan dengan lamanya proses pelaporan ketika sistem mengalami gangguan.
Sebaliknya, akurasi perhitungan pajak tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa PT X pada umumnya mampu menyampaikan SPT melalui Coretax sesuai dengan batas
waktu yang ditetapkan. Namun, pada periode tertentu proses pelaporan memerlukan waktu lebih lama ketika sistem
mengalami gangguan sehingga berpotensi menyebabkan keterlambatan. Temuan tersebut didukung oleh hasil dokumentasi
berupa Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) serta dokumentasi screenshot gangguan sistem yang menunjukkan adanya
pelaporan tepat waktu maupun keterlambatan akibat kendala teknis. PT X tetap berupaya menjaga kepatuhan perpajakan
melalui penyimpanan bukti gangguan sistem sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif. Berdasarkan hasil
wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa kendala teknis Coretax lebih berdampak pada ketepatan
waktu pelaporan dibandingkan akurasi perhitungan pajak. Meskipun pada beberapa kondisi terjadi keterlambatan akibat
performa sistem, PT X tetap berupaya menjaga kepatuhan perpajakan melalui penyimpanan bukti gangguan sistem sebagai
bentuk pertanggungjawaban administratif.

b. Peran Latar Belakang Pendidikan Karyawan Keuangan dalam Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak
Kontribusi Pendidikan S1 Akuntansi

Terkait peran pendidikan formal, HE selaku tenaga ahli perpajakan menegaskan bahwa latar belakang pendidikan akuntansi
merupakan dasar utama dalam pelaksanaan administrasi perpajakan.

"Tanpa latar belakang ilmu akuntansi dan ilmu pajak, maka dia tidak akan bisa memenuhi kewajiban. Jadi pertama dasar
itu akuntansi. Kalau dia tidak punya ilmu akuntansi, maka dia tidak bisa menyusun laporan keuangan... Cara jurnal itu
adanya cuma di akuntansi. Prodi lain nggak tahu jurnal, nggak tahu laporan keuangan." (Petikan wawancara dengan HE
selaku tenaga ahli pajak, 19 Juni 2026)

Menurut HE, pemahaman mengenai akuntansi menjadi landasan dalam menyusun laporan keuangan yang selanjutnya
digunakan sebagai dasar pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pandangan tersebut sejalan dengan pengalaman EP selaku karyawan pajak PT X yang merupakan lulusan S1 Akuntansi.

"Menurut pengalaman saya pendidikan S1 akuntansi itu memberikan saya fondasi cara berpikir yang sistematis, melogika
pencatatan transaksi keuangan." (Petikan wawancara dengan EP selaku karyawan pajak PT X, 9 Juli 2026)

EP menilai bahwa pendidikan S1 Akuntansi membentuk kemampuan berpikir sistematis dalam mencatat dan menganalisis
transaksi keuangan sehingga mendukung pelaksanaan administrasi perpajakan.
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Hasil Observasi menunjukkan bahwa penyusunan data perpajakan di PT X diawali dengan pengolahan dan verifikasi laporan
keuangan sebelum pelaporan melalui Coretax. Temuan tersebut didukung oleh dokumentasi berupa perhitungan pajak
terutang dan neraca PT X tahun 2025. Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa latar belakang
pendidikan S1 Akuntansi mendukung kemampuan memahami laporan keuangan, menghitung kewajiban perpajakan, serta
memastikan akurasi data sebelum diinput ke dalam Coretax. Kemampuan tersebut mendukung pelaksanaan administrasi
perpajakan yang lebih tepat sehingga berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak badan di PT X.

Kontribusi dan Keterbatasan Pendidikan SMK Akuntansi

Berbeda dengan lulusan S1 Akuntansi, RSN selaku karyawan pajak PT X yang berlatar belakang pendidikan SMK Akuntansi
mengungkapkan bahwa bekal yang diperoleh selama pendidikan lebih banyak membantu pada pemahaman dasar akuntansi,
tetapi belum sepenuhnya mencakup aspek teknis perpajakan.

"Kalau ditanya cukup atau tidak, jujur saya rasa belum sepenuhnya cukup. Ilmu dasar dari SMK Akuntansi memang
membantu saya memahami logika pencatatan dan alur transaksi keuangan, jadi tidak buta sama sekali saat masuk kerja.
Tapi untuk urusan teknis perpajakan yang detail, seperti aturan tarif, ketentuan yang sering berubah, sampai cara
mengoperasikan sistem seperti Coretax, itu semua saya pelajari lagi setelah bekerja, bukan murni dari bekal sekolah."
(Petikan wawancara dengan RSN selaku karyawan pajak PT X, 9 Juli 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan SMK Akuntansi telah memberikan dasar pemahaman mengenai
pencatatan transaksi keuangan, tetapi belum cukup untuk memenuhi tuntutan kompetensi perpajakan yang lebih kompleks.

RSN juga menjelaskan proses adaptasinya ketika mulai menggunakan Coretax.

"Waktu pertama kali pakai Coretax, jujur cukup bingung, karena tampilannya beda jauh dari sistem sebelumnya terus
menunya juga lebih banyak.. Untuk benar-benar terbiasa, kira-kira saya butuh waktu sekitar 1 bulan, itu pun sambil terus
tanya-tanya ke rekan saya dan konsultan." (Petikan wawancara dengan RSN selaku karyawan pajak PT X, 9 Juli
2026)

Menurut RSN, proses adaptasi terhadap Coretax tidak hanya memerlukan waktu, tetapi juga dukungan dari rekan kerja dan
konsultan pajak untuk memahami fitur sistem serta ketentuan perpajakan yang berlaku.

Hasil observasi menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan administrasi perpajakan, RSN beberapa kali berkonsultasi dengan
EP maupun konsultan pajak ketika menghadapi kendala teknis atau menemukan istilah perpajakan yang belum dipahami,
khususnya saat menggunakan fitur e-Bupot pada Coretax. Temuan tersebut sejalan dengan hasil wawancara RSN yang
menyatakan bahwa bekal pendidikan SMK Akuntansi membantu dalam memahami dasar pencatatan transaksi keuangan,
tetapi belum sepenuhnya memadai untuk menghadapi kompleksitas ketentuan perpajakan dan penggunaan Coretax
sehingga masih memerlukan proses adaptasi serta pendampingan di lingkungan kerja.

Peran Sertifikasi Brevet sebagai Pelengkap Kompetensi

Selain pendidikan formal, EP menjelaskan bahwa sertifikasi Brevet berperan dalam memperkuat pemahaman teknis
perpajakan yang dibutuhkan dalam pekerjaan sehari-hari.

"Untuk hal-hal teknis yang lebih detail sama yang sesuai peraturan terupdate itu saya lebih mengandalkan dari sertifikasi
Brevet. Karena disitu lebih banyak kasus real dan simulasi yang memang mendekati pekerjaan sehari-hari di perusahaan."
(Petikan wawancara dengan EP selaku karyawan pajak PT X, 9 Juli 2026)

Menurut EP, sertifikasi Brevet melengkapi pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan formal melalui pembahasan kasus
dan simulasi yang lebih dekat dengan praktik perpajakan di dunia kerja.

Pandangan tersebut diperkuat oleh NA selaku konsultan pajak PT X yang menilai bahwa latar belakang pendidikan perlu
didukung oleh pengalaman kerja dan kemampuan mengikuti perkembangan regulasi perpajakan.

"Sebenarnya memang kalau lulusan akuntansi atau lulusan pajak itu sangat membantu... Namun menurutku, meskipun
punya dua bidang itu, kalau enggak didukung pengalaman dan kemampuan belajar yang cepat untuk mengikuti
perkembangan perpajakan Indonesia, rasanya agak kurang." (Petikan wawancara dengan NA selaku konsultan pajak,
4 Juli 2026)

Menurut NA, kompetensi perpajakan tidak hanya ditentukan oleh pendidikan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh
pembelajaran berkelanjutan agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ketentuan perpajakan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa EP mampu menyelesaikan administrasi perpajakan secara mandiri, termasuk ketika
menghadapi perubahan ketentuan maupun kasus perpajakan yang memerlukan pemahaman teknis. Temuan tersebut
diperkuat oleh dokumentasi berupa sertifikat Brevet Pajak A dan B yang dimiliki EP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
sertifikasi Brevet melengkapi pendidikan formal dengan memperkuat kompetensi teknis perpajakan yang relevan dengan
praktik kerja. Bersama pengalaman kerja dan pembelajaran berkelanjutan, kompetensi tersebut mendukung pelaksanaan
administrasi perpajakan yang lebih tepat sehingga berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak badan di PT X.
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Kebutuhan Pelatihan Berkelanjutan

Terkait pengembangan sumber daya manusia, NA selaku konsultan pajak menekankan pentingnya pelatihan dan evaluasi
kepatuhan sebagai upaya mendukung pelaksanaan administrasi perpajakan.

"Perusahaan itu harus tetap planning karyawan. Pelatihan itu penting, terus koordinasi tim itu juga penting, terus review
kepatuhan secara berkala." (Petikan wawancara dengan NA selaku konsultan pajak, 4 Juli 2026)

Menurut NA, perusahaan perlu merencanakan pengembangan kompetensi karyawan melalui pelatihan, koordinasi, serta
evaluasi kepatuhan secara berkala agar mampu mengikuti perkembangan regulasi perpajakan.

Pandangan tersebut sejalan dengan EP selaku karyawan pajak PT X yang menilai bahwa pembaruan pengetahuan
perpajakan perlu dilakukan secara berkesinambungan.

"Perusahaan perlu lebih rutin mengandalkan pelatihan atau update perpajakan. Karena aturan perpajakan itu kan sering
berubah, jadi tim harus selalu mengikuti perkembangan terbaru, bukan cuma mengandalkan ilmu yang lama." (Petikan
wawancara dengan EP selaku karyawan pajak PT X, 9 Juli 2026)

Menurut EP, perubahan regulasi perpajakan yang dinamis menuntut karyawan untuk terus memperbarui pengetahuan agar
pelaksanaan administrasi perpajakan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil observasi menunjukkan bahwa pembaruan pengetahuan perpajakan di PT X lebih banyak dilakukan melalui diskusi
internal dan konsultasi dengan konsultan pajak ketika terjadi perubahan regulasi maupun kendala dalam penggunaan
Coretax. Temuan ini diperkuat oleh dokumentasi yang menunjukkan belum adanya program pelatihan perpajakan yang
terjadwal dan terdokumentasi selama periode penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan berkelanjutan
masih diperlukan untuk memperkuat kompetensi teknis karyawan pajak serta mendukung pelaksanaan administrasi
perpajakan yang sejalan dengan perkembangan regulasi.

c) Kontribusi Simultan Efektivitas Implementasi Coretax dan Latar Belakang Pendidikan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak PT X

Berkaitan dengan kontribusi efektivitas implementasi Coretax dan latar belakang pendidikan karyawan keuangan terhadap
kepatuhan wajib pajak badan di PT X, peneliti memperoleh penjelasan dari HE selaku tenaga ahli perpajakan mengenai
pentingnya kemampuan sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan administrasi perpajakan berbasis digital.
Adapun tanggapan beliau sebagai berikut.

"Tanpa latar belakang ilmu akuntansi dan ilmu pajak, maka dia tidak akan bisa memenuhi kewajiban. Jadi pertama dasar itu
akuntansi. Kalau dia tidak punya ilmu akuntansi, maka dia tidak bisa menyusun laporan keuangan.... Cara jurnal itu adanya
cuma di akuntansi." (Petikan wawancara dengan HE selaku tenaga ahli pajak, 19 Juni 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan administrasi perpajakan tidak hanya bergantung pada
sistem yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan karyawan dalam memahami akuntansi dan perpajakan
sebagai dasar untuk menjalankan kewajiban perpajakan.

Pandangan tersebut diperkuat oleh EP selaku karyawan pajak PT X yang menyampaikan bahwa latar belakang pendidikan
S1 Akuntansi memberikan bekal dalam memahami ketentuan perpajakan, sedangkan sertifikasi Brevet dan pengalaman
kerja membantu dalam mengoperasikan Coretax serta menyesuaikan diri dengan perubahan sistem administrasi perpajakan.

"Menurut pengalaman saya pendidikan S1 akuntansi itu memberikan saya fondasi cara berpikir yang sistematis, melogika
pencatatan transaksi keuangan." (Petikan wawancara dengan EP selaku karyawan pajak PT X, 9 Juli 2026)

"Untuk hal-hal teknis yang lebih detail sama yang sesuai peraturan terupdate itu saya lebih mengandalkan dari sertifikasi
Brevet. Karena disitu lebih banyak kasus real dan simulasi yang memang mendekati pekerjaan sehari-hari di perusahaan."
(Petikan wawancara dengan EP selaku karyawan pajak PT X, 9 Juli 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan formal, sertifikasi profesi, dan pengalaman kerja saling melengkapi
dalam mendukung kemampuan karyawan menjalankan administrasi perpajakan menggunakan Coretax.

Hasil observasi menunjukkan bahwa seluruh administrasi perpajakan di PT X telah dilaksanakan melalui Coretax, mulai dari
penerbitan faktur pajak, pembuatan bukti potong, hingga pelaporan SPT. Meskipun pada pelaksanaannya masih ditemukan
kendala teknis, proses administrasi perpajakan tetap dapat diselesaikan melalui penyesuaian yang dilakukan oleh karyawan
sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Temuan tersebut diperkuat oleh dokumentasi berupa dashboard Coretax,
Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), faktur pajak, dan dokumen pelaporan perpajakan perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, efektivitas implementasi Coretax dan latar belakang pendidikan
karyawan keuangan saling melengkapi dalam mendukung kepatuhan wajib pajak badan di PT X. Coretax mempermudah
pelaksanaan administrasi perpajakan melalui sistem yang terintegrasi, sedangkan latar belakang pendidikan memberikan
dasar pengetahuan yang membantu karyawan memahami ketentuan perpajakan serta mengoperasikan sistem dengan tepat.
Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak badan di PT X didukung oleh sinergi antara efektivitas sistem administrasi
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perpajakan dan kesiapan sumber daya manusia yang mengelolanya.
Pembahasan
a. Efektivitas Implementasi Coretax dalam Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak PT X
Integrasi dan Kemudahan Administrasi Perpajakan

Hasil wawancara dengan seluruh informan menunjukkan bahwa efektivitas Coretax paling terasa pada aspek integrasi
layanan. Tenaga Ahli Pajak menjelaskan bahwa sebelum Coretax, administrasi perpajakan dilakukan melalui berbagai
platform yang terpisah, sedangkan Coretax mengintegrasikan seluruh proses mulai dari pembuatan kode billing, pelaporan
SPT, penerbitan bukti potong, hingga korespondensi dalam satu sistem. Pandangan tersebut diperkuat oleh Konsultan Pajak
yang menilai bahwa integrasi layanan perpajakan dalam satu platform meningkatkan efisiensi administrasi. Hal ini sejalan
dengan pernyataan Karyawan Pajak PT X (EP) bahwa struktur pelaporan pada Coretax lebih sederhana dibandingkan sistem
sebelumnya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa integrasi layanan mempermudah administrasi perpajakan sehingga
pelaksanaan kewajiban pajak di PT X menjadi lebih efektif.

Temuan tersebut sejalan dengan karakteristik Coretax sebagai Core Tax Administration System yang dirancang untuk
mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan ke dalam satu ekosistem digital terpadu [2], [4], [20]. Integrasi ini tidak
hanya meningkatkan efisiensi proses administrasi, tetapi juga mempermudah perusahaan dalam memenuhi kewajiban
perpajakan secara lebih sistematis, sehingga mendukung terciptanya kepatuhan wajib pajak badan.

Fleksibilitas Waktu dan Akses

Implementasi Coretax memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan administrasi perpajakan, baik dari sisi waktu maupun
akses terhadap informasi perpajakan. Sistem ini memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran dan pelaporan tanpa
dibatasi jam operasional kantor pajak, serta menyediakan informasi perpajakan secara real time melalui notifikasi
elektronik. Pada PT X, fleksibilitas tersebut tidak mengubah jam operasional kerja karyawan yang tetap mengikuti ketentuan
perusahaan, tetapi memberikan kemudahan ketika pembayaran pajak perlu dilakukan oleh pihak yang berwenang di luar
kantor, misalnya saat direktur sedang menjalankan perjalanan dinas. Selain itu, kemudahan memperoleh informasi
mengenai surat pemberitahuan, surat teguran, dan status kewajiban perpajakan membantu perusahaan memantau
kewajiban perpajakan secara lebih cepat dan terstruktur.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan melalui
Coretax meningkatkan fleksibilitas akses layanan, mempercepat penyampaian informasi, serta mendukung efisiensi
pelaksanaan kewajiban perpajakan [3], [4], [21]. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fleksibilitas Coretax tidak hanya
memberikan kemudahan dalam penggunaan sistem, tetapi juga mendukung perusahaan memenuhi kewajiban perpajakan
secara tepat waktu sesuai dengan kebutuhan operasional. Dengan demikian, fleksibilitas tersebut turut berkontribusi
terhadap kepatuhan wajib pajak badan di PT X.

Kendala Teknis dan Stabilitas Sistem

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Coretax belum sepenuhnya terlepas dari kendala teknis, khususnya pada masa
awal penerapan serta ketika mendekati batas akhir pelaporan pajak. Seluruh informan mengungkapkan bahwa gangguan
yang paling sering terjadi meliputi performa server yang belum stabil, akses sistem yang melambat, serta kegagalan unggah
dokumen akibat tingginya beban penggunaan. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa proses administrasi perpajakan
harus ditunda atau dilakukan secara manual, seperti pengunggahan faktur pajak maupun validasi data. Selain itu, pada
periode tertentu PT X juga mengalami keterlambatan pelaporan SPT akibat gangguan sistem yang terjadi menjelang batas
waktu pelaporan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa gangguan teknis dan proses adaptasi sistem masih
menjadi tantangan dalam implementasi Coretax [5], [6]. Meskipun Coretax telah memberikan kemudahan melalui integrasi
layanan perpajakan, stabilitas sistem masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan administrasi perpajakan dapat berlangsung
secara optimal, terutama pada periode dengan tingkat akses yang tinggi. Pada PT X, kendala tersebut berpotensi
memengaruhi ketepatan waktu pelaporan, namun lebih disebabkan oleh keterbatasan performa sistem dibandingkan dengan
kelalaian pengguna dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dampak terhadap Ketepatan Waktu dan Akurasi Pelaporan

Kendala teknis Coretax lebih berdampak pada ketepatan waktu pelaporan dibandingkan akurasi perhitungan pajak. EP
menjelaskan bahwa keterlambatan pelaporan yang pernah dialami PT X umumnya disebabkan oleh gangguan sistem
menjelang batas waktu pelaporan, bukan karena kelalaian perusahaan. Sebagai bentuk antisipasi, PT X menyimpan
screenshot kesalahan sistem maupun notifikasi gangguan sebagai dasar klarifikasi kepada otoritas pajak apabila diperlukan.
Selain itu, observasi terhadap Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) menunjukkan bahwa PT X pada umumnya menyampaikan
SPT tepat waktu. Namun, pada periode tertentu pelaporan sempat mengalami keterlambatan akibat gangguan teknis pada
Coretax. Sejalan dengan temuan tersebut, Konsultan Pajak menilai bahwa penggunaan Coretax tidak banyak memengaruhi
akurasi perhitungan pajak, tetapi lebih berdampak pada lamanya proses pelaporan ketika terjadi gangguan sistem.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas Coretax dalam mendukung kepatuhan perpajakan masih dipengaruhi oleh
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keandalan sistem. Meskipun Coretax meningkatkan transparansi administrasi melalui pencatatan kewajiban perpajakan dan
penyampaian informasi secara real time [27], [28], stabilitas sistem tetap menjadi faktor penting dalam menjaga ketepatan
waktu pelaporan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa keberhasilan
implementasi sistem administrasi perpajakan digital tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan fitur, tetapi juga oleh
keandalan sistem dalam mendukung proses pelaporan secara berkelanjutan [15], [29]. Dengan demikian, peningkatan
stabilitas Coretax diperlukan agar manfaat digitalisasi administrasi perpajakan dapat dioptimalkan dalam mendukung
kepatuhan wajib pajak badan di PT X.

b) Peran Latar Belakang Pendidikan Karyawan Keuangan dalam Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak
Kontribusi Pendidikan S1 Akuntansi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan S1 Akuntansi memberikan kontribusi penting dalam pelaksanaan
administrasi perpajakan di PT X. Bekal pengetahuan akuntansi membantu karyawan memahami penyusunan laporan
keuangan, pencatatan transaksi, serta perhitungan kewajiban perpajakan yang menjadi dasar penyusunan data sebelum
diinput ke dalam Coretax. Dengan demikian, penggunaan Coretax tidak hanya memerlukan kemampuan mengoperasikan
sistem, tetapi juga didukung oleh pemahaman akuntansi agar data yang diproses sesuai dengan kondisi keuangan
perusahaan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap
pemahaman dan kepatuhan perpajakan [7], [9], [10], [11], [12]. Selain itu, pemahaman akuntansi yang baik juga mendukung
kesiapan pengguna dalam beradaptasi dengan digitalisasi administrasi perpajakan, termasuk implementasi Coretax [8]. Oleh
karena itu, pendidikan S1 Akuntansi menjadi salah satu faktor yang mendukung kualitas penyusunan data perpajakan
sehingga pelaksanaan administrasi perpajakan dapat dilakukan secara lebih tepat dan mendukung kepatuhan wajib pajak
badan di PT X.

Kontribusi dan Keterbatasan Pendidikan SMK Akuntansi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan SMK Akuntansi memberikan kontribusi dalam membangun pemahaman
dasar mengenai pencatatan transaksi keuangan dan alur administrasi keuangan. Bekal tersebut membantu karyawan
memahami alur kerja saat mulai menangani administrasi perpajakan. Namun, kompetensi yang diperoleh belum sepenuhnya
mencakup aspek teknis, seperti perubahan regulasi perpajakan, penerapan tarif pajak, dan penggunaan sistem administrasi
perpajakan digital, termasuk Coretax. Oleh karena itu, proses adaptasi di lingkungan kerja tetap diperlukan melalui
pembelajaran mandiri, diskusi dengan rekan kerja, serta pendampingan dari konsultan pajak.

Penelitian serupa juga menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan memengaruhi kesiapan individu dalam menjalankan
tugas teknis di lingkungan kerja [18]. Meskipun demikian, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa keterbatasan
pendidikan formal tidak menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan administrasi perpajakan apabila didukung oleh
proses pembelajaran berkelanjutan, pengalaman kerja, dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan sistem
perpajakan [13]. Dengan demikian, kompetensi karyawan dalam mendukung kepatuhan wajib pajak badan di PT X tidak
hanya ditentukan oleh pendidikan formal, tetapi juga oleh pengalaman kerja dan dukungan lingkungan kerja.

Peran Sertifikasi Brevet sebagai Pelengkap Kompetensi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi Brevet melengkapi pendidikan formal dalam meningkatkan kompetensi
perpajakan karyawan di PT X. Pendidikan formal memberikan dasar pemahaman akuntansi dan perpajakan, sedangkan
sertifikasi Brevet memperkuat kompetensi teknis melalui materi regulasi perpajakan terkini, studi kasus, dan simulasi yang
sesuai dengan praktik kerja. Temuan ini juga menunjukkan bahwa pengalaman kerja serta kemampuan mengikuti
perkembangan peraturan perpajakan berperan penting dalam mendukung pelaksanaan administrasi perpajakan yang
efektif.

Temuan ini menunjukkan bahwa kompetensi perpajakan dibentuk melalui kombinasi pendidikan formal, sertifikasi profesi,
dan pembelajaran berkelanjutan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya
pendidikan dan pelatihan profesional dalam meningkatkan kualitas administrasi perpajakan di tengah perubahan regulasi
dan digitalisasi sistem perpajakan [16]. Oleh karena itu, sertifikasi Brevet menjadi pelengkap kompetensi yang mendukung
penerapan ketentuan perpajakan secara lebih tepat serta kepatuhan wajib pajak badan di PT X.

Kebutuhan Pelatihan Berkelanjutan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan berkelanjutan berperan dalam menjaga kompetensi karyawan pajak di PT X.
Hal ini diperlukan mengingat perubahan regulasi perpajakan dan implementasi Coretax menuntut pembaruan pengetahuan
serta keterampilan secara berkelanjutan agar administrasi perpajakan tetap berjalan sesuai ketentuan. Selain pelatihan,
koordinasi antartim dan evaluasi kepatuhan secara berkala juga diperlukan untuk mendukung pelaksanaan administrasi
perpajakan yang lebih efektif.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia dalam
mengelola sistem administrasi perpajakan digital perlu terus dikembangkan melalui pembelajaran dan pelatihan yang
berkelanjutan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan regulasi perpajakan [21]. Hasil penelitian juga
menunjukkan bahwa di PT X pembaruan pengetahuan masih dilakukan melalui diskusi internal dan konsultasi dengan
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konsultan pajak, sementara program pelatihan yang terstruktur belum tersedia. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelatihan
perpajakan secara berkala dapat menjadi upaya untuk memperkuat kompetensi teknis karyawan sehingga implementasi
Coretax dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dalam mendukung kepatuhan wajib pajak badan di PT X.

c. Kontribusi Simultan Efektivitas Coretax dan Latar Belakang Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PT
X

Berdasarkan pembahasan pada kedua aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak badan di PT X
dipengaruhi oleh keterkaitan antara efektivitas implementasi Coretax dan latar belakang pendidikan karyawan yang
menangani administrasi perpajakan. Implementasi Coretax memberikan kemudahan melalui integrasi layanan, fleksibilitas
waktu dan akses, serta penyediaan informasi perpajakan secara real time. Namun demikian, efektivitas sistem masih
dipengaruhi oleh kendala teknis yang pada kondisi tertentu dapat memengaruhi kelancaran proses administrasi maupun
ketepatan waktu pelaporan. Di sisi lain, latar belakang pendidikan akuntansi memberikan dasar pengetahuan bagi karyawan
dalam memahami laporan keuangan, menghitung kewajiban perpajakan, serta mengoperasikan Coretax sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, peran pendidikan formal tersebut semakin didukung oleh sertifikasi Brevet,
pengalaman kerja, dan pembelajaran berkelanjutan dalam menghadapi perubahan regulasi maupun sistem administrasi
perpajakan.

Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi Coretax dan latar belakang pendidikan karyawan saling
melengkapi dalam mendukung kepatuhan wajib pajak badan di PT X. Implementasi sistem administrasi perpajakan yang
terintegrasi akan berjalan lebih optimal apabila didukung oleh karyawan yang memiliki latar belakang pendidikan yang
relevan sehingga mampu memahami ketentuan perpajakan dan memanfaatkan fitur-fitur Coretax secara tepat. Sebaliknya,
latar belakang pendidikan yang dimiliki karyawan juga perlu didukung oleh sistem administrasi perpajakan yang andal agar
pelaksanaan administrasi perpajakan dapat berjalan secara efektif. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan wajib pajak
badan tidak hanya dipengaruhi oleh pengembangan teknologi administrasi perpajakan, tetapi juga oleh pendidikan formal
yang didukung oleh sertifikasi profesi, pengalaman kerja, dan pembelajaran yang berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa implementasi Coretax mampu meningkatkan
efektivitas administrasi perpajakan melalui sistem yang terintegrasi [2], [4]. Selain itu, hasil penelitian juga mendukung
temuan bahwa tingkat pendidikan berkontribusi terhadap pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak [7]. Namun
demikian, penelitian ini melengkapi penelitian terdahulu dengan menunjukkan bahwa efektivitas implementasi Coretax dan
latar belakang pendidikan karyawan tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling melengkapi dalam mendukung
pelaksanaan administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak badan di PT X.

IV. Simpulan
Kesimpulan

Implementasi Core Tax Administration System (Coretax) di PT X mampu meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan
melalui integrasi layanan, fleksibilitas waktu dan akses, serta penyediaan informasi perpajakan secara real time. Meskipun
demikian, efektivitas sistem belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala teknis, terutama menjelang batas
waktu pelaporan, yang pada beberapa periode menyebabkan keterlambatan pelaporan SPT, meskipun tidak memengaruhi
akurasi perhitungan pajak.

Latar belakang pendidikan karyawan keuangan turut berperan dalam mendukung pelaksanaan administrasi perpajakan.
Karyawan dengan latar belakang S1 Akuntansi memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai penyusunan laporan
keuangan dan perpajakan, sedangkan lulusan SMK Akuntansi masih memerlukan proses adaptasi, pengalaman kerja, serta
dukungan sertifikasi dan pembelajaran berkelanjutan untuk mengoperasikan Coretax secara optimal.

Secara keseluruhan, kepatuhan wajib pajak badan di PT X dipengaruhi oleh keterkaitan antara efektivitas implementasi
Coretax dan latar belakang pendidikan karyawan keuangan. Sistem yang terintegrasi akan memberikan manfaat yang lebih
optimal apabila didukung oleh karyawan yang memiliki latar belakang pendidikan yang relevan serta terus memperbarui
pengetahuan perpajakannya.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan pendekatan studi kasus pada satu perusahaan, yaitu PT X, sehingga hasil penelitian
menggambarkan kondisi implementasi Coretax pada konteks perusahaan tersebut dan belum dapat digeneralisasikan pada
perusahaan lain yang memiliki karakteristik berbeda. Selain itu, penelitian ini belum dapat membandingkan secara
menyeluruh efektivitas administrasi perpajakan sebelum dan sesudah implementasi Coretax karena keterbatasan akses
terhadap dokumen perpajakan PT X sebelum penerapan sistem tersebut.

Saran

Bagi Direktorat Jenderal Pajak, disarankan untuk terus meningkatkan stabilitas dan kapasitas infrastruktur Coretax,
khususnya pada periode menjelang batas waktu pelaporan, agar gangguan sistem dapat diminimalkan. Selain itu, perlu
dipertimbangkan mekanisme atau kebijakan yang memberikan solusi bagi wajib pajak yang mengalami keterlambatan
pelaporan akibat gangguan teknis sistem sehingga keterlambatan yang bukan disebabkan oleh kelalaian wajib pajak tidak
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berujung pada sanksi. Bagi PT X, perusahaan disarankan untuk menyelenggarakan pelatihan perpajakan secara lebih
terstruktur dan berkelanjutan serta mendukung pengembangan kompetensi karyawan melalui sertifikasi profesi, seperti
Brevet Pajak, agar kemampuan dalam mengikuti perubahan regulasi dan pemanfaatan Coretax dapat terus ditingkatkan.
Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan melibatkan perusahaan dari
berbagai sektor usaha atau membandingkan karakteristik perusahaan yang berbeda sehingga diperoleh gambaran yang
lebih komprehensif mengenai implementasi Coretax dan peran kompetensi sumber daya manusia dalam mendukung
kepatuhan wajib pajak badan.

Ucapan Terima Kasih

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat
menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada, Tuhan Yang Maha
Esa, yang telah memberikan segala sesuatu tanpa batas. Kedua, orang tua dan keluarga yang telah memberikan semangat
serta dukungan. Ketiga, teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu peneliti dalam mempersiapkan penelitian
artikel imiah ini. Terakhir kepada seluruh pihak yang sudah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam
penulisan artikel ilmiah ini.

References

1. P. Patriandari, R. Rianto, and M. Abdurrosyid, “Peran Akuntansi Perpajakan Dalam Optimalisasi Pajak Dan
Kepatuhan Perpajakan Perusahaan,” Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran, vol. 7, no. 2, pp. 5971-5976, 2024,
doi: 10.31004/jrpp.v7i2.28449.

2. G. Ramadhan and S. Wijaya, “Implementasi Core Tax Administration System (Coretax) Dalam Pelaporan Pajak:
Analisis Technology Acceptance Model Di PT ABC,” Akuntansiku, vol. 4, no. 4, pp. 303-315, 2025.

3. R. Rahmad, “Implementasi Core Tax Administration System Sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM,” Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, vol. 14, no. 1, pp. 1-15, Jan.-Jun. 2025.

4. Qonitah, “Analisis Implementasi Coretax Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dan Optimalisasi Penerimaan
Negara Indonesia,” Jurnal Lentera Bisnis, vol. 15, no. 1, 2026, doi: 10.34127/jrlab.v15i1.1911.

5. F. Khofiafah, I. R. Nafisa, S. P. Astari, L. F. Annur, L. A. Laila, and H. S. Lestari, “Persepsi Wajib Pajak Atas
Kemudahan Sistem Coretax Terhadap Pelaporan SPT Tahunan Dan Implikasinya Terhadap Kepatuhan: Studi
Kualitatif Pada KPP Pratama Demak Dan KPP Pratama Blora,” Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat (JURIBMAS), vol.
5, no. 1, pp. 1-6, Jul. 2026, doi: 10.62712/juribmas.v5i1.952.

6. Sadiqin, “Analisa Sistem Coretax Dalam Meningkatkan Kepatuhan: Studi Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak,
Kualitas Pelayanan, Dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PT XYZ,” Journal of Economics,
Business, Management, Accounting and Social Sciences (JEBMASS), vol. 3, no. 5, Jul. 2025.

7. M. Indrati and S. Marceggiani, “Kesadaran, Pengetahuan, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Pajak,”
Jurnal E-Bis, vol. 7, no. 2, pp. 766-783, 2023, doi: 10.37339/e-bis.v7i2.1413.

8. E. Palar, R. S. Maruli, and H. Pangaribuan, “Pengaruh Pemahaman Digitalisasi Sistem Administrasi Pajak Dan Digital
Transformasi Terhadap Kepatuhan Pajak Non-Karyawan,” Jurnal Lentera Bisnis, vol. 13, no. 3, pp. 1699-1716, Sep.
2024, doi: 10.34127/jrlab.v13i3.1217.

9. L. Aginanda and E. S. Wahyuni, “Pengaruh Pengetahuan, Tingkat Pendidikan, Kesadaran Dan Sosialisasi Perpajakan
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, vol. 3, no. 1, pp. 327-345, 2024.

10. S. N. Pauji, “Hubungan Tingkat Pendidikan, Kesadaran, Kepercayaan, Pengetahuan, Masyarakat Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak,” Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi), vol. 1, no. 2, pp.
48-58, 2020.

11. E. Kakunsi, S. Pangemanan, and W. Pontoh, “Pengaruh Gender Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Di Wilayah KPP Pratama Tahuna,” Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, vol. 12, no. 2, pp. 391-400, 2017.

12. N. R. Alamri, “Pengaruh Edukasi Pajak, Literasi Digital, Sistem E-Filing, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Kudus),” Jurnal Economina, vol. 3, no. 11, Nov.
2024.

13. M. M. Sari and S. Hanah, “Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap
Kepatuhan Pajak (Studi Kasus Pada UMKM Jakarta Barat),” Jurnal Akuntansi Barelang, vol. 8, no. 2, 2024.

14. M. R. Panjaitan and Yuna, “Pengaruh Coretax Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan,” Jurnal
Riset Akuntansi, vol. 2, no. 4, pp. 51-60, Nov. 2024, doi: 10.54066/jura-ith.v2i4.2560.

15. N. Adhisty, A. Wijaya, and Alfina, “Analisis Efektivitas Implementasi Coretax Sebagai Sistem Administrasi Pajak
Digital,” Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, vol. 11, no. 2, Jun. 2026.

16. Oktaviani, L. Lestari, C. M. Doktoralina, S. Mareta, and T. Manshur, “Kepatuhan Wajib Pajak: Pemanfaatan Sistem
Coretax, Literasi Pajak Dan Kemudahan Akses Layanan Perpajakan Dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel
Moderasi,” Journal of Accounting and Finance Management (JAFM), vol. 6, no. 5, Nov.-Dec. 2025.

17. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 4th ed. Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2022.

18. H. M. P. Simarmata, P. P. Simarmata, and D. Y. Saragih, “Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Terhadap Kinerja
Pegawai Di Kantor Desa Nagori Naga Dolok,” MAMEN: Jurnal Manajemen, vol. 2, no. 1, pp. 85-92, Jan. 2023.

19. Z. Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, P. Rapanna, Ed. Makassar, Indonesia: CV. Syakir Media Press, 2021.

20. K. C. Utama and L. Yuliana, “Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) Terhadap
Efisiensi Kinerja Pegawai Di Direktorat Jenderal Pajak,” MASMAN: Master Manajemen, vol. 3, no. 2, pp. 43-56, May
2025, doi: 10.59603/masman.v3i2.813.

21. M. H. Misbahuddin and Y. Kurniawati, “Analisis Implementasi Penerapan Pajak Di Indonesia Melalui Sistem Coretax
Administration System,” RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, vol. 4, no. 2, pp. 1281-1287,

ISSN 2598-9928 (online), https://ijler.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).
20/21



https://portal.issn.org/resource/ISSN/2598-9928
https://doi.org/10.21070/ijler
https://umsida.ac.id

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Indonesian Journal of Law and Economics Review

Vol. 21 No. 1 (2026): February
DOI: 10.21070/ijler.v21i1.1682

May 2025, doi: 10.31004/riggs.v4i2.668.

Ardiansyah, Risnita, and M. S. Jailani, “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada
Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif,” IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam, vol. 1, no. 2, pp. 1-9, Jul. 2023, doi:
10.61104/ihsan.v1i2.57.

W. V. Nurfajriani, M. W. IlThami, A. Mahendra, M. W. Afgani, and R. A. Sirodj, “Triangulasi Data Dalam Analisis Data
Kualitatif,” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, vol. 10, no. 17, pp. 826-833, Sep. 2024, doi:
10.5281/zenodo.13929272.

Susanto, Risnita, and M. S. Jailani, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah,” QOSIM: Jurnal
Pendidikan Sosial & Humaniora, vol. 1, no. 1, pp. 53-61, Jun. 2023, doi: 10.61104/jq.v1i1.60.

Qomaruddin and H. Sa'diyah, “Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif
Spradley, Miles Dan Huberman,” Journal of Management, Accounting, and Administration, vol. 1, no. 2, pp. 77-84,
Dec. 2024, doi: 10.52620/jomaa.v1i2.93.

M. Waruwu, “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan
Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method),” Jurnal Pendidikan Tambusai, vol. 7, no. 1, pp. 2896-2910, Apr. 2023.
Shelvi, A. O. Rachdian, G. Pawitan, and D. Sari, “Sentiment Analysis of Indonesia's New Digital Tax Administration
System (Coretax),” Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia, vol. 29, no. 2, pp. 234-245, Dec. 2025, doi:
10.20885/jaai.vol29.iss2.art5.

Riyanto and S. Istikhoroh, “The Role of Coretax System in Increasing the Influence of Tax Knowledge on the Quality
of VAT Period Tax Return Information Through Taxpayer Compliance,” IIJSE, vol. 9, no. 1, pp. 3201-3219, Feb. 2026,
doi: 10.31538/iijse.v9i1.9590.

P. A. Savitri, A. Sumaryati, J. Ratnawati, and H. Triono, “Analisis Efektivitas Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak: Sebelum Dan Sesudah Implementasi,” Jurnal Pendidikan Indonesia, vol. 6, no. 10, pp. 4597-4606, Oct.
2025.

M. Y. I. Mahendra and R. A. Aripratiwi, “Analisis Penerapan Tax Control Framework Dan Kewajiban Perpajakan Atas
Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Cublak Suweng,” JREA-ITB, vol. 3, no. 1, pp. 01-14, Dec. 2024.

ISSN 2598-9928 (online), https://ijler.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

21/21


https://portal.issn.org/resource/ISSN/2598-9928
https://doi.org/10.21070/ijler
https://umsida.ac.id
http://www.tcpdf.org

	Journal Cover
	INDEX
	Author[s] Statement
	Editorial Team
	Article information
	Check this article update (crossmark)
	Check this article impact
	Cite this article

	Title page
	Article Title
	Author information
	Abstract

	Article content

